PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
(Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 24/M-DAG/PER/6/2007 tangga! 5 Juni 2007)

MENTERT PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; o

a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2005 (BN No. 7267 hal, 1B-3B)tentang
Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga
Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat: -

1. Bedrufsreglernenterlngs Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938
No. 86);

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 58-198
dst)tentang Kepabeanan (EN Tahun 1995 No, 75, TLN No. 3612);

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1597 (BN No. 6017 hal. 18-68)
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN Tahun 1999 No, 30,
TLN No. 3888);

4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2005 (BN No. 7267 hal.
18-3B)tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu
(LN RI Tahun 2005 No. 82; TLN RI No. 4531);

5. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 (BN No. 1598 hal.
134)tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.

6. Keputusan Presiden RI No, 187/M Tahun 2004 (BN No. 7128 hal.
11B) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Presiden RI No. 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden RINo. 9 Tehun 2005 (BN No. 7175 hal. 98-168
dst}tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden RINo. 10 Tahun 2005 (BN No. /220hal 8B-
128)tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2007;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/
Kep/12/1998 (BN No. 6251 hal. 1B-3B)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/
2007 (BN Na. 7465 hal, 11B-168)tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;

- 10. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01/M-DAG/PER/3/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan:

Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/5/2007;

11 Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/M-DAG/PER/12/2005 (BN
No. 7301 hal, 12B)tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan
Ekspor (HPE} Atas Barang Ekspor Tertentu.

12. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 59/M-DAG/KEF/3/2006
tanggal 29 Maret 2006 lentang Pembentukan Tim Penetapan Harga
Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 30 Mei 2007 dengan instansi

dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor.

{HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu Untuk Periade 10 Juni 2007
s.d. 9 Juli 2007.
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2. -Surat Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, De-
partemen Pertanian No. 420/PP.220/G/6/2007 tanggat 4 Juni 2007
perihal Harga bulan April 2007 untuk minyak sawit dan produk
turunannya sebagai masukan HPE bulan Juni-Juli 2007

MEMUTUSKAN.:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERT PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA
PATOKAN EXSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU. '

Pasal 1 :
Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan
Ekspor {(HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk datam hal ini Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2
Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengamn berpedoman pada harga
rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa
pelabuhan di Indonesia datam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3
Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu,
Rotan, Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunaniya dan Kulit ditetap-
kan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4
HPE sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 adaiah sebagai

dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE).

Pasal 5 '
HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan ini
bertaku selama 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 10 Juni 2007
sampai dengan tanggal 9 Juli 2007.

Pasal 6
Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan
Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan
Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap
berlaku sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) sampai
ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka besaran Harga
Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2007 (BN No.

" 7509 hal. 11B-12B)tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE)

Atas Barang Ekspor Tertentu dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2007
. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MART ELKA PANGESTU

LY
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LAMPIRAN:

‘HARGA PATOKAN EKSROR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU PERIODE 10 3UNI 2007 - 9 JULI 2007

HARGA PATOKAN

1. Sapi dan Kerbau
2. Biri-birifdomba

3. Kambing '
b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan:
1 Sapl dan Kerbau

2. Biri-biﬁ/domba

3. Kambing.
c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan
1. Sapi dan Kerbau

2. Biri-biri/domba
3. Kambin g

NO. URATIAN HS
EKSPOR . .
1. KAYU
a. Veneer Ex. 4408
1. Parl Hutan Alam : US$ 500/M3
2. Dari Hutan Tanarman US$ 250/M3
b. Serpih kayu dan kayu serpih . Ex 4404 dan 4401 * US$ 30/ton
“C.. Kayu olahan dari }EnIS Ex. 4407 . _ .
1. Meranti T US$.450/M3
2. Merbau ] ) LS$ 650/M3 -
3. Rimba campuran e ‘ - US$ 300/M3
4. Sortimen lainnya: o e . ‘
- -Eboni UJS$ 1000/M3
- Jati Us$ 800/M3
- Hutan tanaman : -
a. Pinus dan Gmellna US$ 250/M3 -
* b, Acasia US$ 225/M3
-C. Sengon US$ 200/M3
d. Karet i US$ 250/M3
e. (Baisa, Eucalyptus, diy - US$ 150/M3
f. Sungkai US$ 225/M3
II..| ROTAN B )
a. Rotan asalan,. sudah d:runtl, dicuci, dlasap dan dibelerangi dari segala jenis 1401.20.00.00 US% 0,79/Kg
b. Rotan sudah dipoles halus. 1401.20.00.00 US$ 0,84/Kg
c. Hati rotan. 1401.20.00.00 US4 0,84/Kg
d. Kulit rotan. 1401.20.00.00 .| US$ 0,99/Kg
III.. | KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA : - L o
1. Buah dan Kernel Kelapa Sawit 1207.99.20.00 Us$ 122/MT
2. Crude Palm Qil (CPQ) . 1511.10.00.00 USS$ 622/MT .
3. Crude Olein (CRD Olein} 1511,10.00.00. US$ 669/MT
4. Refined Bleached Deodorized Palm Qil (RBD PO) 1511.90.90.10 US$ 652/MT
5. Refined Bleached Decdorozed Palm Olein (RBD Olein) Ex 1511.90.90.20 US$ 676/MT
IV. | KULIT ‘ _
a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan: o : ’ '
4101.20.00.00 Us$ 2.6/Kg -

-4101.50.00.00 °

4101.90.00.00

"4102.10.00.00-

4102,21.00.00

4102.29.00.00 -

4103.10.00.00

4101.20.00.00

. 4101.50.00.00-
4101.90.00.00 .

4102,10.00.00

4102.21.00.00
. 4102.29.00.00
4103.10.00.00

4104.11.10.00

4104,19.10.00 .

4105,10.30.00

4106.21.20.00

US$ 5.5/Lbr
Uss 1.8/5quare fee,f

'US$ 1.1/Squaré feet

US$ 5.5/Lbr

us$ 1.2/Squafe feel

US$ 2.2/Square. feet )

US$ 1.5/Square feet
US4 1.4/Square feet

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2007

iy R "MENTERT PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

tid. :
MART ELKA PANGESTU

(M)
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- '‘BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA,
'RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR
‘ SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN
' DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Peraturan Menteri Keuangan Nomar 36/PMK 03/2007 tanggal 11 April 2007)

MENTERI KEUANGAN

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah -

untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang
terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu berupa
rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah

susun sederhana untuk dimiliki, perlu diberikan fasilitas

- perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
‘atas penyerahan rumah sederhana, rumah sangat
sederhana, dan rumah susun sederhana;

b. bahwa dalam rangka membantu, membangun dan
" meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lingkungan
pemukimannya mangalami kerusakan akibat bencana alam
nasional, maka perlu diberikan fasilitas perpajakan berupa
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan
bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana tersebut.

huruf a dan b, serta sebagai pelaksana ketentuan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000
tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak

) dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003,
perlt menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana,
Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa
dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;

Mengingat: '

1. Updang-Undang No. 8 Tahun 1983 {BN No. 3996 hal.
1B-13B dst)tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

» -Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun
, 1983 No. 51, TLN RI No. 3264} sebagaimana telah
" beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.
18 Tahun 2000 (BN No. 6510 hal. 18-12B)(LN RI Tahun
2000 Ne, 128, TLN RI No. 3986);

2. Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000 (BN No. 6566
hal. 158-16B)tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu Yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (LN
RI Tahun 2000 No. 262, TLN RI No. 4064) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun
2003 (BN No. 6937 hal. 2B-48) (|.N RI Tahun 2003 No.

. 79, TLN RI No. 4302);

3. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (BN No. 7296
hal. 1B),

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 370/KMK 03/2003 (BN
No. 7001 hal. 11B-15B dst) tentang Pelaksanaan Pajak
‘Pertamabahan Nilai yang Dibebankan atas Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN
RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH
SUSUN SEDERHANA, RONDOK BORC, ASRAMA MAHASISWA
DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS
PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI. -

Pasal 1 ‘
Atas penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama

. Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya dibebaskan

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

(1)Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rumah
Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh
(RIT) yang perolehannya, secara tunai ataupun dibiayai
melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi,
atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang
memenuhi ketentuan:

a. harga jual tidak melebihi Rp49.000.000,- (empat puluh
sembilan juta rupiah); dan

b. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan
sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak
dipindahtangankan dalam, jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak dimiliki.

(2) Termasuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana
yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah

* Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh
(RIT) yang diserahkan kepada Bank dalam rangka pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah yang memenuhi ketentuan:

a. harga jual tidak melebihi Rp49.000.000,- (empat puluh
sembilan juta rupiah);

b. dibeli oleh bank dengan tujuan untuk dijual kembali
~ kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam
rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan
c. rumah tersebut harus dijual kembali kepada masyarakat’
berpenghasilan rendah dalam jangka waktu & (enam)
bulan sejak dibeli. .

Pasal 3

Rumah Susun Sederhana yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu
lingkungan vang dipergunakan sebagai tempat hunian yang
dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit |
hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang
perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit
bersubsidi maupun tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan:



harga jual untuk setiap hunian termasuk strata title tidak
melebihi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
luas bangunan untuk setiap hunian tidak melebthl 21 m?
(dua puluh satu meter persegi);

pembangunannya mengacu apda Peraturan Menterl

AB

Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai Persyaratan

Teknis Pembangunan Rumah Susui; dan .

. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan
sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan
dalam jangka wakiu 5 {lima) tahun sejak dimiliki.

Pasal 4

Pondok Boro yang dibebaskan dari pengenaan PaJak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak
bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau
koperasi buruh atau koperasi karyawan yang diperuntukkan
bagi para buruh tidak tetap atau para buruh pekerja sektor
informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang
disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun sejak diperoleh.

Pasal 5

Asrama Mahasiswa dan Pelajar yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah bangunan sederhana, berupa bangunan
bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai
oleh universitas atau sekolah;, perorangan dan atau Pemerintah
Daerah yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar
atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka
waltu 5 (lima) tahun sejak diperoleh.

Pasal 6

Perumahan Lainnya yang dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan N|Ia| sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1
meliputi: :
a. Rumah Peker]a yaitu tempat hunian, berupa- bangunan
bertingkat atau tidak bertingkat, yang dlbangun dan diblayai
oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya
sendiri dan bersifat tidak komersil, yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1)
huruf a, huruf b, ayat (3) atau Pasal 3 huruf a, hurufb,
huruf ¢, huruf d, yang tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh;
Bangunan yang d:peruntukkan bagi korban bencana alam
nasional. .

. Pasal 7

(1)Atas penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, Rumah Susun Sederhana yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

{2} Dalam hal Pengembang, Bank dalam rangka pembiayaan

: berdasarkan prinsip syariah, atau pengusaha lainnya yang
melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, maka
terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

(3)Dalam hal pembeli Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b dan Pasal 3 huruf d, maka Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang yang semu]a dibebaskan wajib dibayar
kembali oleh pembeh yang semula menerima fasilitas
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paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpenuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal pembelian Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana cleh bank tidak
_ memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud datam Pasal
2 ayat (2) huruf b dan 3 huruf ¢, maka Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang yang semula dibebaskan waijib dibayar
kembali oleh bank yang semula menerima fasilitas paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Tata cara pengenaan dan pembayaran atas sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) sampai dengan ayat
. {4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang dlper[ukan dalam rangka.
pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

‘ Pasal 9
- Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai
berlaku, Keputusan Menteti Keuangan Nomor 524/KMK.03/
2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama
Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya Yang atas

.Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertamba-

han Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK 03/2005,

-dinyatakan tidak berlaku.

Pasa! 10

~{1}Perlakuan Pa]ak Pertambahan Nilai atas penyerahan Rumah :

Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan Rumah Susun
Sederhana yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2007 .
berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 524/KMK.(03/2001 tentang Batas Rumah
Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun
Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar
serta Perumahan Lainnya yarig atas. Penyerahannya
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2005.
(2)Saat penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat hak untuk
menggunakan atau menguasai rumah tersebut diserahkan,
baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

_ Pasal 11
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhltung
seJak tanggal 1 Januari 2007. )

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan Ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI 'MULYANI INDRAWAT"I

(Y)
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PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI _
ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
-~ MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
(Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 386/M-DAG/KEP/5/2007 tanggal 30 Mei 2007)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7
Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/3/
2007 (BN No. 7505 hal. 2B-8B) tentang Ketentuan
Impor Mesin Multifungsi Ben:fvarna, Mesin Fotokopi Berwarna
Dan Mesin Printer Berwarna, perlu menetapkan Surveyor
sebagai pelaksana verifi kasi.atau penelusuran teknis Impor
Mesin Multifungsi: Berwarna', Mesin Fotokopi Bemarna Dan
Mesin Printer Berwarna;

bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana dlmaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perdagangan.

Mengingat:

1.
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_ . B .
Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 (BN No. 1598
fal. 13A) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab

Menteri Perdagangan Da!am Bidang Perdagangan Luar

Negeri;

. Keputusan Presiden RI Nol. 187/M Tahun 2004 (BN No.

7128 hal. 11B} tentang |Pembentukan Kabinet Indone-
sia Bersatu sebagaimaa ! teldh diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Presiden RI No. 171/M Tahun 2005;

Memperhatikan: '

1. Surat Direktur Utama PT Sucofindo (Persero) No. 292.1/
DRU-IV/SPMM/2007 tanggal 2 April 2007 perihal
Permohonan Untuk Ditunjuk Sebagai Surveyor Pelaksana
Verifikasi Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotocopy
Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;

2. Surat Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero)
No. 007/PDR-IV/TFS/2007 tanggal 2 April 2007 perihal

. Permohonan Untuk Ditunjuk Sebagai Surveyor Mesin
Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin
_Printer Berwarna,

. MEMUTUSKAN
Menetapkan:

.PERTAMA:

Peraturan Presiden -RI No.|9 Tahun 2005 (BN No. 7175

hal. 9B-16B dst) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden RI No.|94 Tahun 2006;

Peraturan Presiden RI No. [10 Tahun 2005 (BN No. 7120
hal, 8B-128 dst}tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI No.
91 Tahun 2006; \

. Keputusan Menterl Perindustrian dan Perdagangan RI No.

229/MPP/Kep/7/1997 (BN No. 6031 hal. 1B-2B)
tentang Ketentuan Umum‘ Di Bidang Impor;

Keputusan Bersama Menten Keuangan RI dan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI No. 527/KMK.04/2002
dan 819/MPP/Kep/12/2002 (BN No. 6861 hal. 5B)

. tentang Tertib AdmlnlstraS| Impor;

Keputusan Menteri Perlndustrlan dan Perdagangan RI No.

40/MPP/Kep/1/2003 (BN | No. 6877 hal. 1B-6B) tentang - -

Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri .Perdagangan RI No. 43/M-DAG/
PER/12/2006 (BN No. 7488 hal. 3B-4B},

Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3f
2005 tentang Organlsasll dan Tata Kerja Departemen
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan RI No 30/M-DAG/PER/12/2005;
Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/3/
2007 (BN No. 7505 hal 2B-8B) tentang Ketentuan
Impor Mesin Multifungsi Berwarna Mesin Fotokopi Berwarna

|
Dan Mesin Printer Berwarna.

- PT (Persero) -Superintending Company of Indonesia
atau PT SUCOFINDO {Perserc)} dan PT Surveyor Indonesia
(Persero) sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis
impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokop| Berwarna '
dan Mesin Printer Berwarna.

KEDUA:

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Dikium

PERTAMA mempunyai tugas:

1. Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas impor
Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan
Mesin Printer Berwarna.

2. Menerbitkan Laporan Surveyor (LS) yang didasarkan pada
datafinformasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen
terkait dan pemeriksaan fisik atas Mesin Multifungsi
Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer
Berwarna yang akan ditmpor. ’

3. Mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud
pada angka 2 di atas kertas yang aman dari pemalsuan
(security paper) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa,, yaitu
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan
mencantumkan data/informasi sedikitnya mengenai:

a. Nama dan alamat importir;

b. Merk, type dan jumlah (volume) barang;

c¢. Uraian dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS;

d. Data dan keterangan mengenal negara asal barang dan
waktu pengapalan;

e. Nama pelabuhan muat; dan

f. Tandatangan petugas/pejabat Surveyor vang
berwenang.

4. Memastikan Mesin Multifungs! Berwarna, Mesin Fotokopi
Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang akan diimpor
telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS)
yang diterbitkan;

5. Menunjuk petugas pelaksana verifikasi dan pejabat yang
berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS} yang
dilengkapi dengan Specimen tandatangan pejabat yang
bersangkutan dan menyampaikannya ke Direktur Jenderal
Perdagangan lLuar Negen dan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai; dan



6. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau
penelusuran-teknis secara tertulis setiap bulan kepada
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Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur .

Impor dengan tembusan kepada Ketua Badan Koordinasi
Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL), Dirfen Industri
Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen

Perindustrian dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya,

KETIGA: ‘
Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap Mesin
Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin
Printer Berwarna yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/3/2007.

KEEMPAT: . :

Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusurn teknis
impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna.
dan Mesin Printer Berwarna, Surveyor memungut imbalan jasa
yang diberikannya dari importir yang besarannya ditentukan
dengan memperhatikan azas manfaat;

KELIMA: _

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan
pelaksanaan verifikasi atau- penelusuran- teknis ini menjadi
tanggung jawab Surveyor,

KEENAM: . ‘ :
Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, tidak menghapus kewenangan Menteri .

Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah
Surveyor lain sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran
teknis impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi
Berwarna dan Mesin Printer Berwarna. ‘

KETUJUH: _
Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggai
ditetapkan. :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2007
MENTERI PERDAGANGAN R.IL.,

ttd. :
MARI ELKA PANGESTU

(M)

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2007

(Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007)

. MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:’ :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Afam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2007;

Mengingat: .

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (BN No. 6017
hal. 1B-6B) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3687):

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (BN No. 6705
hal. 17B-228 dst}tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4151);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (BN No. 6694
hal. 13B-198 dst) tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4152); .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (BN No, 6913

hal. 168-208 dst) tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (BN No. 7031 hal,
13B-14B dst} tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 (BN No.

7120 hal. 1B-6B) tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); ’
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152
-hal. 98-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 {BN No. 7194
fhial, 9B-128 dst)tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 {BN No. 7398
ial. 118-12B dst) tentang Pemerintahan Aceh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

10. Undang




e

et

10.Undang-Undang Nomor 18 Tzhun 2006 (BN No. 7460
hal. 8B-12B) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (BN No.
7327 hal, 1B-108) tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.
7296 hal. 1B),

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomot 134/PMK.06/2005
(BN No. 7338 hal. 198-218) tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Memperhatikan:
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Keputusan Menteri Energi dan.Sumber Daya Mineral

Nomor 2794 K/80/MEM/2006 tanggal 30 Oktober 2006
tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan
Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta
Pertambangan Umum untuk Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: .

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN
ANGGARAN 2007.

Pasal 1
(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam masing- masmg
daerah dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
Tahun Anggaran 2007 adalah merupakan perkiraan.
(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam masing-masing
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan
berdasarkan realisasi penerimaan negaranya.

Pasal 2

: (1)Perk|raan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

masing-masing Daerah yang berasal dari Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi didasarkan atas rencana
penerimaan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007 dan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 2794 K/80/MEM/2006
tanggal 30 Oktober 2006 tentang Penetapan Daerah
Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah
Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan
Umum untuk Tahun 2007

(2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
ini, yaitu sebesar Rp23.162.651.740.000,00 (dua puluh
tiga triliun seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:
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a. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang
berasal dari Pertambangan Minyak Bumi adalah sebesar
Rp13.386.253.955.000,00 (tiga belas triliun tiga ratus
delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga Juta
sembilan ratus lima.puluh lima ribu rupiah).

b. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasi! Sumber Daya Alam yang
berasal dari Pertambangan Gas Bumi adalah sebesar
Rp9.776.397.785.000,00 (sembilan triliun tujub ratus
tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kepada
masing-masing Daerah yang berasal dari Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan secara
triwulanan.

(2)Penyaluran untuk masing-masing triwulan berdasarkan
perhitungan realisasi penerimaan yang dilakukan melalul
mekanisme rekonsiliasi data antara Departemen Energl dan
Sumber Daya Mineral ¢.q. Sekretariat Jenderal dan
Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direk-
torat Jenderal Pertimbangan Keuangan.

(3) Ketentuan [ebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam kepada masing-masing daerah
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang beraku.

Pasal 4

(1)Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat
ketetapan tentang permintaan transfer Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak

. Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk masing-

" masing daerah.

(2) Ketetapan permintaan transfer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran
dana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)
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PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007
(Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2007, tanggal 18 April 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat
(5) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan Tahun Anggaran 2007; '

Mengingat: .

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 (BN No. 6017 hal. 1B-6B)
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak {LN RI Tahun 1997 No.

-+ 43, TLNRI No. 3687);

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1959 (BN No. 6400 hal, 1B-8B d'st)
tentang Kehutanan (LN RI Tahun 1999 No. 167, TLN RI No. 3886);

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (BN No. 6913 hal. 168-

208 dst)tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No 47,

TLN RI No. 4286);

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (BN No. 7031 hal. 138-14B

dst)tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5,

TLN RI No. 4355);

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (BN No. 7120 hal. 1B-6B)

- tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66, TLN RI No. 4400);

6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (BN No. 7152 hal. 98-18B

‘dst)tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125,

TLN RI No. 4437);

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (BN No. 7194 hal, 98-128
dst)tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemetintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126, TLN RI No. 4438);
Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 (BN No. 7460 hal. 88-128)
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007 (LN RI Tahun 2006 No. 44, TLN RI No. 4662);
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 (BN Ne. 7327 hal, 1B-
108 )tentang Dana Petimbangan (LN RI Tahun 2005 No. 137, TLN
RINo. 4575); :

Keputusan Presiden No, 20/P Tahun 2005 (BN No. 7296 hal.
18},

Peraturan Menteri Keuangan No, 134/PMK.06/2005 (BN No. 7338
hal, 19B-21B)tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.492/Menhut-VI/2006
tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun
2007,

10.
11.

12

MEMUTUSKAN
Menetapkan: :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN
ALOKAST DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN
ANGGARAN 2007,

Pasal 1

{1) Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah dari Sumber Daya
Alam Kehutanan untuk Tahun Anggaran 2007 merupakan perkiraan.
{2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaima-
. nadimaksud pada ayat (1), berasal dari penerimaan Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Alam Hutan,

dan Dana Reboisasi.
(3) Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disalurkan berdasarkan realisasi peneri-
maan negaranya.
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Pasal 2

{1) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), disusun berdasarkan
asumsi yang digunakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007 dan Keputusan Menteri Kehutanan No, SK.492/
Menhut-VI/2006 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar
Penghitungan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan
untuk Tahun 2007,

(2} Perkiraan jumlah Dana Bagi Hasi! Sumber Daya Alam Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp
1.519.200,007.040,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar
dua ratus juta tujuh ribu emipat puluh rupiah), dengan rincian sbb.:
a. perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar
Rp 24:800.007.040,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus
juta tujuh ribu empat puluh rupiah);

. perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan
yang berasal darl Provisi Sumber Daya Hutan sebesar
RpS73.600.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar
enam ratus juta rupiah); .

¢. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber daya Alarm Kehutanan
yvang berasal dari Dana Reboisasi sebesar
Rp520.800.000.000,00 (lima ratus dua puluh miliar delapan
ratus juta ruplah).

(3) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Submer Daya Alam Kehutanan-
Tahun Anggaran 2007 untuk masing-masing Daerah adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Pasal 3

(1) Penyaluran Dana BagiHasit untuk masing-masing Daerah yang berasal
dari Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan secara triwulanan.

(2) Penyaluran untuk masing-masing triwulan dilaksanakan berda-
sarkdn perhitungan realisasi penerimaan yang dilakukan melalui
mekanisme rekensiliasi data antara Departemen Kehutanan c.q.
Sekretariat Jenderal dan Departermen Keuangan c.qg. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Direldorat Jenderal Anggaran dan Direk-
torat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil untik masing-
masing Daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam Kehutanan
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007
MENTERI KEUANGAN,

, td,
SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025
‘(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN. YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang IR ’. o _. J'j:.'. [

a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesfa Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan
dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya
lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman
penyusunan rencana pembangunan nasional;

b. hahwa indonesia memerlukan perencanaan pembangunan
jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan
secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap

_untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiorial 2005 -
2025 dengan Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 (BN No. 7137 hal. 18-7B),

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 (BN No. 7149
hal. 16B-188 dst) tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (BN No. 7170
hal. 2B-7B) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK.INDONESIA
S dan : ‘
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : - '
UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM - .

. : Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
-2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPIP Nasional
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun

2005 sampai dengan tahun 2025, -
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2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagal RPIP Daerah
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20 (dua puluh} tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025. S

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 {lima})
tahunan, yaitu RPIM Nasional I Tahun 2005-2009, RPIM

~ Nasional II Tahon 2010-2014, RPIM Nasional III Tahun
© 2015-2019, dan RPIJM Nasional 1V Tahun 2020-2024.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya. disebut RPJM Daerah adalah dokumen
‘perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima}
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPIP
Daerah serta memerhatikan RPIJM Nasional.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
. "~ Pasal 2 .
(1)Program Pembangunan Nasional periode 2005 - 2025
dilaksanakan sesuai dengan RPIP Nasional.
(2) Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-
Undang inl. = '

: Pasal 3 _

RPIP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi

- segenap bangsa dan selursh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah
Pembangunan Nasional.

Pasal 4 ' : _
(1)RPIP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(2) RPIP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
~ pedoman dalam penyusunan RPIM Nasional yang memuat
Visi, Misi dan Program Presiden.

‘ Pasal 5 '

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan
nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun
terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana
Kerja Pemerintah {RKP) untuk tahun pertama periode

- Pemerintahan Presiden berikutnya.

(2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digtihakan
sebagal pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan
Presiden berikutnya.

Pasal 6 .i.viere.




Pasal 6
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{1)RPIP Nas1onal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -

(1) menjadi acuan dalam penyusunan RPIP Daerah yang
memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.

(2) RPIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan RPIM Daerah yang memuat
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

(3) RPIM Daerah sebagaimana dimaksud pada a'yat (2) disusun ‘

dengan memerhatikan_RPJM Nasional.

. BABII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7 '
(1)Pemerintah’ melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPIP Nasional.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengendallan dan evaiua5| A

pelaksanaan RPIP Daerah.

(3) Tata cara pengendallan dan evaluasi pe[aksanaan rencana
pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemenntah

_ BAB IV
' KETENTUAN PERALIHAN
S _ Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai RPIM Nasional yang telah ada masih
tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Undang-
Undang ini.

{2)RPIP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib
disesuaikan dengan RPIP Nasional ini paling lambat 1 (satu)
tahun sejak diundangkan.

(3)RPIM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan waijib
disesuaikan dengan RPIP Daerah yang telah disesuaikan
dengan RPIP Nasional paling lambat 6 (enam} bulan.

_ BABV _
KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 9 . ' '
Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. : ‘

Agar .setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
- dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia,

 Ditetapkan di Jékaréa,

"pada tanggal 5 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHCGYONO

~ Diundangkan di Jakarta,

.. pada tanggal 5 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

’ o ktd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 33
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

~ TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2005 - 2025

LU M UM

" Negara ‘Kesatuan Republlk Indonesia terdiri dari
tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat
istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara
sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk
melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita
tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan
secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tu_]uan
bernegara tersebut.

Tujuan dari bernegara sebagaimana dlatur dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indone-
sia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadllan
sosial.

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indone-
sia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan
secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga
diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi
pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang
lebih baik.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun
sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam .
bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan
demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya
memuat hal-hal yang mendasar, sehingga membet keleluasaan
yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. ‘

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya

pembangunan tersebut memuat keglatan pembangunan yang
berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat
kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.
Pelaksanaan .upaya tersebut dilakukan dalam konteks
memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi
kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi
kebutuhannya.



Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya
untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam
20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi
bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali
berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup
dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat
mengejar ketertinggalan.dan mempunyai posisl yang sejajar
serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat
Internasional,
. Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara

_(GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan

nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi
pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Masignal sangat
diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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berikutnya, yaitu pada-tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan
RKP dan APBN pada tahun pertama pemetintahannya yaitu
tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme
perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN
sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka Waktu keseluruhan
RPIPN adalah 2005-2025.

Kurun waktu RPIP Daerah sesual dengan kurun waktu

. RPJP Nasional. Sedangkan pericdisasi RPIM Daerah tidak dapat

{SPPN) vang memerintahkan penyusunan RPIP Nasional yang -

menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPIP
Nasicnal hanya memuat arahan secara garis hesar,

Kurun waktu RPIP Nasional adalah 20 {dua puluh)
tahun. Pelaksanaan RPIP Nasional 2005-2025 terbagi dalam
tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima}
tahunan, yang dituangkan dalam RPIM Nasional I Tahun 2005-

' 2009, RPIM Nasional II Tahun 2010-2014, RPIM Nasional III

Tahun 2015-2019, dan RPIM Nasional IV Tahun 2020-2024,
RPIP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam

‘menyusun RPIJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan -

nasional disusun dalam masing-masing periode RPIM Nasional
sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipiiih
secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program
kementerian/lembaga dan lintas kementerianflembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja

mengikuti periodisasi RPIM Nasional dikarenakan pemilihan
Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya
sebagaimana diatur dalam- Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping
itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik
menetapkan RPIM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan dltetapkannya'

Undang-Undang tentang RPIP Nasional Tahun 2005-2025
adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, {b) menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun .
antara Pusat dan Daerah, (c)-menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional
diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional
yang mencerminkan citacita kolektif yang akan dicapai oleh
bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi
merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang . Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ya|tu terciptanya masyarakat

“yang terfindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila

yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang - )

bersifat indikatif. _

RPIM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan
rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat
prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilaya-
han dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang
bersifat indikatif. '

Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana
pembangunan. nasional, Presiden yang sedang memerintah
pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun
RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan Presiden
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visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas
misi, yaitu .upaya-upaya ideal untuk mencagﬁ'al visi tersebut.
Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan. strategt
pembangunan jangka panjang nasional.

Perencanaan jangka panjang lébih condong pada

. kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga

‘pemerintah,

penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen
masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan
tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir
visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki
kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan
kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan
untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya
réncana pembangunan jangka panjang nasional yang dit-
uangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan
nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat,
lembagalembaga negara, organisasi
kemasyarakatan dan organisasi politik. -




Pasal 5

RPIP. Daerah harus disusun dengan mengacu pada
RPIP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah.
Selanjutnya RPIP Daerah dl]abarkan lebih lanjut dalam RPIM
Daerah.

Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam
penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan

“rancangan RPIP Daerah yang disusun melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah {Musrenbangda).
Rancangan RPIP Daerah hasil Musrenbangda dapat

dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPIP Daerah .

ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ‘
Sedangkan RPIM Daerah merupakan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, RPJM Nasional dan RPIP Daerah dapat disusun terlebih
dahulu dengan mengesampingkan RPJP Nasuonal sebagai
pedoman.
. RPIM Nasional tahun 2004-2009 sudah ditetapkan
terlebih dahulu dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2005 sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, sesuai dengan

_Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Pasal 6
Ayat (1) . o .
Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPIP
Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah,
tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan
keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di
tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang
dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional. RPIP
Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
berdasarkan visi dan misi dirinya yang dlformuia51kan dalam
bentuk RPIJM Daerah.
Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7 .
Ayat (1) .

Pemerintah ada!ah Pemerintah Pusat.

_Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIP Na5|onal
dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga.

" Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
RPIP Nasional dan masmg masing pimpinan kementerlan/
lembaga. . )

‘Ayat {2)

Sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, beberapa

daerah telah menetapkan RPJP Daerah dan RPIM Daerah.
Undang-Undang ini tetap mengakui keberadaan RPIP Daerah
dan RPIM Daerah tersebut. Namun demikian, Undang-Undang
ini memberikari batasan waktu bagi Pemerintah Daerah untuk
menyesuaikan RPIP Daerah dan RPJM Daerah sesuai dengan
RP3P Nasional menurut Undang-Undang ini.

Undang-Undang tentang RPIP Nasiona! 2005-2025

.tEI‘dll‘l dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai

pengertian-pengertian, muatan RPIP Nasional, pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP Nasiona[ dan RPIP
Daerah, dan ruang untuk ,melakukan penyesuaian terhadap
RPIM Nasional dan RPJP Daerah yang telah ada dengan
berlakunya Undang-Undang tentang RPIP Nasional 2005 -
2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak
terpisahkan dari Undang-Undang tentang RPIP Nasional 2005~
2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka
Pan]ang 2005 - 2025.

II.-PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 4
Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun
pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020,

dan 2025.

Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunvyai
ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN
pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme
perubahan APBN (APBN-P).
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah .

dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

‘ Untuk mengakomoda5| RP3P Daerah yang telah ada,
dan mengingat RPIP Daerah hBarus mengacu pada RPIP
Nasional, maka RPJP Daerah baik substansi dan jangka
waktunya perlu disesuaikan dengan RPIP Nasmnal
Ayat (3)

Untuk mengakomodasi RPJM_Daerah yang telah
ada agar sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan
dengan RPJP Nasional, maka RPIM Daerah substansinya
perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus
menyesuaikan kurun waktu RPJM Daerah dengan RPIP
Daerah maupun RPIM Nasional. Hal ini dikarenakan waktu
pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berbeda-beda
tiap daerah.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4700
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